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BAB II 
LATAR BELAKANG SOSIAL POLITIK TAHUN 1920-1930 
A. Kondisi Pemerintah Hindia Belanda 
1. Masa Gubernur Jenderal De Graeff (1926-1931) 
Andries Cornelies Dirk de Graeff adalah seorang Gubernur Jenderal Hindia 
Belanda. Ia merupakan Gubernur Jenderal yang memerintah pada tahun 1926-1931. 
Pengangkatan Gubernur Jenderal De Graeff dinilai oleh kebanyakan orang-orang 
nasionalis sebagai suatu perubahan yang baik dari pemerintah Hindia Belanda. Ia 
dikenal sebagai seorang ningrat yang tulen dan beraliran politik etis .
1
 De Graeff jauh 
lebih toleran kepada pergerakan kebangsaan dibanding dengan semua Gubernur 
Jenderal sebelum dan sesudahnya.
2
 
Pemerintahan De Graeff dimulai pada tahun 1926 dimana pada tahun tersebut 
terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh PKI (Partai Komunis Indonesia). 
Pemberontakan ini terjadi karena Gubernur Jenderal sebelumnya yaitu Dirk Fock 
menetapkan pajak yang tinggi kepada pribumi. Tugas dari de Graeff adalah untuk 
menyelesaikan masalah pemberontakan ini dan menstabilkan kondisi tanah jajahan. 
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Pada saat pidato pelantikannya di depan Volksraad pada tanggal 7 September 
1926, ia mengungkapkan sikap hormatnya kepada nasionalisme yang dibedakannya 
dari komunisme, dan menyatakan bahwa tujuan utama pemerintahannya 
mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Kedatangan De Graeff  
menumbuhkan harapan dalam lingkungan kaum nasionalis bahwa hubungan antara 
pemerintah dengan kaum nasionalis akan membaik. Setelah terjadi pemberontakan 
Komunis tahun 1926-1927 pemerintah menekan komunisme dengan segala kekuatan 
yang ada. De Graeff berhasil menyelesaikan masalah pemberontakan PKI yang 
terjadi di Jawa dan Sumatera. Pemerintah kolonial mengambil tindakan tegas dengan 
menangkap para pemimpin dan yang terlibat dalam aksi tersebut. Mereka yang 
terlibat pemberontakan di Jawa dan Sumatera ditangkap dan dijatuhi hukuman 
sebanyak 3200 orang dimasukkan ke penjara dan 1300 dibuang ke Boven Digul. Para 
tahanan yang dibuang Boven Digul adalah orang yang dikategorikan berbahaya oleh 
pemerintah kolonial. Setelah kejadian ini pemerintah menyatakan PKI sebagai 
organisasi terlarang.  
Menurut de Graeff, untuk menyelesaikan masalah ini pemerintah harus bersikap 
kooperatif kepada kaum nasionalis, artinya de Graeff mengajak kaum nasionalis 
untuk masuk kedalam pemerintahan, dalam hal ini masuk menjadi anggota 
Volksraad.
3
 De Graeff berusaha mengambil hati kaum nasionalis yang non-komunis 
agar tidak berkembang kearah yang radikal. De Graeff melihat bahwa orang-orang 
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komunis hanya merupakan sebagian kecil dari nasionalisme Indonesia dan ia percaya 
bahwa mayoritas kaum nasionalis menolak menggunakan kekerasan. Bagian penting 
dari strateginya ialah memperbaharui komposisi Volksraad. Tujuannya ialah untuk 
menunjukkan sikapnya yang liberal dalam lapangan politik dan membuka dialog 
dengan orang-orang Indonesia yang menuntut suatu percepatan masa transisi menuju 
kemerdekaan.  
Ia mengusulkan kepada menteri jajahan suatu perubahan konstitusi untuk 
memulihkan kembali mayoritas Indonesia dalam Volksraad dan dewan provinsi di 
Jawa Barat, serta perubahan-perubahan dalam sistem pemilihan sebab ia percaya 
bahwa perubahan tersebut dapat melunakkan kritik-kritik terhadap Volksraad yang 
dilancarkan oleh kaum nasionalis yang menanggap Volksraad bukan merupakan 
perwakilan bangsa Indonesia melainkan dominasi suara orang-orang Eropa yang 
konservatif. Oleh karena itu, dengan perubahan sistem Volksraad tuntutan-tuntutan 
kaum nasionalis moderat yang memperoleh peranan yang lebih besar dalam 
pemerintahan akan terpenuhi. 
Tetapi usul tersebut tidak segera diterima oleh pemerintah Belanda, yang sikap 
konservatifnya didukung oleh oposisi yang lantang dari kelompok-kelompok 
masyarakat Eropa di Indonesia yang tidak menghendaki adanya konsesi sama sekali 
kepada kaum nasionalis karena takut konsesi tersebut akan meluncur tanpa kendali 
dan akhirnya mengarah kepada hilangnya kontrol Belanda di tanah jajahan.  
15 
 
Gubernur Jenderal de Graeff menerima kritikan-kritikan tajam dari pers Eropa 
yang melancarkan serangan keras kepada kebijaksanaan De Graeff yang lunak 
terhadap kaum nasionalis dan memberikan tekanan agar ia mengundurkan diri atau 
digeser dari jabatannya. Sikap kooperatif de Graeff mengundang kontroversi bagi 
pemerintah kolonial, de Graeff dianggap telah berkhianat kepada negara. Kekejaman 
oposisi tersebut menjadi gambaran tentang kesulitan yang dihadapi oleh seorang 
gubernur jenderal yang liberal dalam mengadakan perubahan – perubahan dalam 
system kolonial.  
Namun bagi pribumi termasuk etnis Tionghoa menganggap sikap kooperatif de 
Graeff ini adalah kesempatan bagi pribumi untuk berkembang dalam ranah politik. 
Dalam surat kabar Rasa pada tanggal 20 September 1927, terdapat artikel yang berisi 
argumen dari kaum pribumi dan tionghoa, yang berisi sebagai berikut: 
“We are Asians have been for a very long time under the oppression of the 
Western imperialist, but at this moment the largest Asian nation, China is 
showing its teeth in contempt of death. Although the Chinese movement has a 
national character, it involves, in reality, humanity as a whole, because it 
cannot tolerate the suppression of one nation by another”4 
 
Kondisi sosial di tanah jajahan mulai membaik semenjak pemberontakan di 
selesaikan. Menurut de Graeff ada masalah baru yang muncul, yaitu masalah gerakan 
nasionalisme milik Ir. Soekarno melalui partai miliknya, yaitu PNI (Partai Nasional 
Indonesia). Menurut de Graeff , PNI ini merupakan kaum nasionalis revolusioner 
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yang akan membuat tanah jajahan semakin radikal.
5
 Partai ini dalam menjalankan 
tujuannya menerapkan taktik mendidik dan mengajak bangsa Indonesia untuk 
mempunyai sikap bekerja sendiri dengan landasan kekuatan sendiri. Dibawah 
pimpinan Soekarno, semakin berkembang dan bertambah banyak jumlah anggota 
PNI. Politik PNI yang terbuka, dengan slogan anti-Kapitalis, anti Imperialis dan anti 
Kolonialis sangat mencemaskan pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena itu, 
pemerintah hindia belanda melakukan intervensi terhadap partai ini. De Graeff 
menjelaskan bahwa intervensi ini dilakukan pemerintah untuk menjaga “ketenangan 
dan ketertiban” di Hindia Belanda. Pemerintah mendapatkan laporan-laporan keadaan 
bahaya tentang kemungkinan timbulnya pemberontakan karena usaha PNI 
menumbuhkan ketidakpuasaan dan menimbulkan harapan besar dikalangan 
masyarakat. Karena berita tersebut pemerintah memutuskan untuk menahan 
pemimpin-pemimpin PNI agar dapat mencegah terjadinya pemberontakan.  
Politik de Graeff pada tahun 1930-1931 adalah mencoba untuk meyakinkan dan 
membujuk dua orang pemimpin golongan  nasionalis yang paling terkemuka pada 
waktu itu, yaitu Tjokroaminoto dari PSI dan Sutomo dari Kelompok Studi Indonesia, 
untuk mau menerima kursi di Volksraad. Tetapi ditolak oleh kedua tokoh ini karena 
ketidak-percayaan  mereka kepada pemerintah dan perasaan anti Belanda yang sudah 
tumbuh di kalangan kaum nasionalis. Melihat penghancuran yang dilakukan 
pemerintah kolonial terhadap PNI selama masa pemerintah de Graeff memperlebar 
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kesenjangan antara kaum nasionalis dengan pemerintah.  Menerima kursi Volksraad 
berarti membiarkan diri terkena tuduhan menjual diri kepada pemerintah disaat 
pemerintah menyerang sebagian dari kelompok pergerakan.  
Keputusan de Graeff  memang konsisten dengan usahanya untuk merangkul 
golongan nasionalis moderat, tetapi keputusan tersebut diambil hanya beberapa hari 
saja sebelum ia meninggalkan Indonesia maka sifatnya lebih banyak sebagai motivasi 
idealistik. De Graeff secara resmi menyerahkan jabatan gubernur jenderal kepada 
Jonkheer Mr. B.C.D De Jonge pada tanggal 12 September 1931. Ketika 
meninggalkan Indonesia ia termasuk orang yang kecewa sewaktu, sebab ia telah 
gagal menciptakan kepercayaan diantara pemerintah dengan golongan nasionalis 
sebagaimana yang ia katakan didalam pidatonya pada bulan September 1926. 
2. Masa Gubernur Jenderal De Jonge (1931-1936) 
Pada tahun 1931 De Graeff yang lunak diganti oleh Gubernur Jenderal de Jonge 
yang kolot dan kasar. Jonkheer Mr. B.C.D De Jonge menjabat sebagai Gubernur 
Jenderal Hindia Belanda pada tanggal 12 September 1931. De Jonge merupakan 
seorang konservatif tulen yang bertekad tidak akan mentolerir semua omong kosong 
dari agitator politik Indonesia.
6
 Sebagai seorang yang otoriter dan tidak toleran ia 
tidak mempunyai waktu untuk mendengarkan kritik orang Eropa tentang 
kebijaksanaan kolonial apalagi untuk mendengar pendapat orang Indonesia.  
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Pergantian Gubernur Jenderal ini merupakan garis pemisah antara dua zaman politik 
kolonial Belanda di Indonesia dalam empat puluh tahun terakhir dari kekuasaan 
mereka. Perbedaan prinsipnya adalah etis dan non-etis. Ia menyatakan tentang 
keyakinannya bahwa Belanda akan tetap di Indonesia selama tiga ratus tahun lagi. 
Tujuan utama dari politik kolonial de Jonge pada tahun 1931 adalah 
mempertahankan dengan segala ketertiban dan ketentraman umum yang berarti 
jangan sampai ada perubahan (reform), malahan sebaliknya prinsip kebijaksanaan 
yang diambil adalah kembali mengokohkan sendi-sendi tradisional dan daerah di 
Indonesia.
7
 
Penindasan yang dijalankan pemerintah kolonial yang sangat mengkhawatirkan 
adalah politik penindasan yang bersifat menghabiskan cendikiawan Indonesia 
dikalangan nasionalis. Cita-cita, ide-ide atau ideologi-ideologi dan pengaruh partai-
partai politik kaum pergerakan disingkirkan oleh pemerintah kolonial.  Gerakan 
partai non kooperasi yang mendapat penindasan paling keras.  
Selain itu, juga dilakukan pembatasan terhadap kemerdekaan pers, dan semakin 
banyak dilakukan hak istimewa (Exorbitante rechten) dari Gubernur Jenderal untuk 
menghentikan rapat jika terdapat kata-kata yang dipandang bertentangan dengan 
kepentingan umum serta untuk mengasingkan atau membuang siapa saja yang 
dipandang membahayakan ketertiban umum.  
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Sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal de Jonge tahun 1934 
disebut Beperkt Vergader Verbod (BVV). Isi Peraturan ini adalah berupa larangan 
terbatas untuk mengadakan rapat atau pertemuan bagi Sarekat Islam, PERMI, 
Partindo, dan PNI baru. Dalam BVV hanya rapat anggota yang diperbolehkan, dan 
inipun harus dengan seizin pejabat pemerintah yang pada umumnya berusaha untuk 
mempersulit partai. Dalam banyak hal BVV berarti larangan rapat antara tiga orang 
yang berasal dari satu partai yang sama. Pertemuan seperti ini, umpamanya 
kunjungan dalam pergaulan biasa atau kenduri kecil, dipandang sebagai rapat partai 
dan sebagai akibatnya banyak anggota partai dihukum atau sekurang-kurangnya 
dibawa ke kantor polisi untuk ditanyai.
8
  
Tetapi peraturan tersebut dirasa kurang cukup oleh de Jonge untuk melumpuhkan 
partai-partai yang dianggap non-kooperatif, pada tahun 1935 ia mengeluarkan 
peraturan baru yang bersifat represif. Menurut peraturan ini gubernur jenderal 
berkuasa untuk mencap sebuah partai berbahaya bagi ketentraman umum sehingga 
sebagai akibatnya partai ini dilarang; polisi berhak untuk menghadiri rapat apapun 
dari suatu partai; jaksa agung dapat melarang orang untuk menghadiri suatu rapat 
partai selama masa maksimum satu tahun; gubernur jenderal berkuasa untuk 
membatasi sebuah partai dalam mengadakan rapat-rapat di seluruh Indonesia atau di 
sebagaian wilayah tertentu; izin untuk mengadakan rapat partai harus diminta kepada 
pejabat setempat lima hari sebelum rapat, sedangkian pejabat dapat menolak 
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permintaan ini; kepala ada dapat dipercayakan untuk mengawasi rapat, dan bupati, 
kepala adat dan kepala afdeling (asistem residen dapat pula mengeluarkan larangan 
ini.
9
 
Pada awal tahun 1935, Pemerintah merencanakan penetapan undang-undang 
Dienstetoe Zicht Ordonnantie, peraturan ini memberi kekuasaan yang besar kepada 
pihak pemerintah dalam mengawasi alat-alat transportasi, post telegraf dan telefon. 
Artinya, ini mengurangi gerak partai-partai politik menggunakan sarana alat-alat 
komunikasi tersebut.  
Rintangan yang dihadapi oleh kaum pergerakan pada masa pemerintahan de 
Jonge sangat hebat, dimana-mana polisi selalu memata-matai organisasi pergerakan. 
Karena hal tersebut pergerakan kebangsaan Indonesia terpaksa mengambil jalur-jalur 
politik yang jauh lebih rendah daripada yang dulu pernah dicapainya. Masa 
Pemerintahan Gubernur Jenderal de Jonge adalah salah satu sebab menjadi lemahnya 
perjuangan politik bangsa Indonesia tahun 1930an dan merupakan sebab utama 
daripada proses peninjauan kembali sikap (haluan) dikalangan pergerakan rakyat. 
B. Awal Mula Sarekat Islam 
Berdiri pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh H. Samanhudi di Solo dengan nama 
Sarekat Dagang Islam (SDI). Berdirinya Sarekat Dagang Islam  ini berawal dari 
persaingan dagang antara penduduk pribumi dan tionghoa. Para pedagang batik di 
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Solo yang merasa terancam oleh orang-orang Tiongkok tertarik pula untuk 
mendirikan organisasi ini. Maksud utama Sarekat Dagang Islam adalah untuk 
memperkuat usaha dalam menghadapi para pedagang cina. Berdirinya organisasi ini 
berdasarkan pertimbangan ekonomi. Para pedagang batik Indonesia pada saat itu 
pada umumnya memeluk agama Islam. Oleh karena itu, sarekat ini disebut dengan 
Sarekat Dagang Islam. 
Sarekat Dagang Islam sangat mudah diterima oleh masyarakat pedesaan dan 
mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan menggunakan ideology Islam. 
Pada perkembangannya, Sarekat Dagang Islam sebagai organisasi yang memilih basis 
massa mayoritas dari masyarakat mampu mengangkat masalah-masalah tentang 
kegelisahan masyarakat atas berbagai kebijakan pemerintah colonial.  
Haji Samanhudi pemimpin Sarekat Dagang Islam berusaha mencari orang-orang 
yang potensial untuk bergabung dan mengembangkan organisasi yang mulai dikenal 
masyarakat tersebut. Pilihannya jatuh pada seorang yang telah mempunyai 
pengalaman dalam organisasi perdagangan yaitu Raden Mas Tirtoadisuryo.
10
 Pada 
tahun 1909 Tirtoadisuryo mendirikan Sarekat Dagang Islamiyah di Batavia dan pada 
tahun 1911 Sarekat Dagang Islam di Bogor. Pada tahun 1911 ia diminta Haji 
Samanhudi datang ke Surakarta untuk mengorganisir sebuah organisasi dagang di 
kalangan pedagang batik di sana. Hubungan Samanhudi dan Tirtoadisuryo tidak baik 
dan semakin merenggang. Tirtoadisuryo menganggap bahwa SDI yang didirikan 
                                                          
10
 Robert Van Niel. Munculnya Elite Modern Indonesia. (Bogor: Pustaka Jaya, 2009) hlm. 135 
22 
 
Samanhudi adalah cabang dari organisasinya yang terdahulu, tetapi Samanhudi 
menganggap itu adalah Proyeknya sendiri.
11
 
Hubungan Samanhudi dan Tirtoadisuryo telah mengalami perpecahan. 
Samanhudi mencari oranglain untuk menyusun organisasi yang baru, karena 
hubungannya dengan Tirtoadisuryo telah putus. Pilihan Samanhudi untuk menyusun 
organisasi sekarang jatuh kepada HOS Tjokroaminoto. HOS Tjokroaminoto yang 
ketika itu anggota perkumpulan Budi Utomo, menerima tawaran dari Samanhudi. 
Tjokroaminoto tertarik sekali dengan organisasi baru itu. Ia melihat banyak 
perbedaan, terutama landasan agamanya begitu kuat, yang tidak ada dalam Budi 
Utomo. Berkat jasa Haji Samanhudi, Tjokroaminoto akhirnya masuk kedalam 
Sarekat Dagang Islam.  
Selanjutnya pada tahun 1912 karena keadaan politik dan social pada masa 
tersebut HOS Tjokroaminoto menggagas SDI untuk mengubah nama menjadi 
organisasi pergerakan menjadi Sarekat Islam. Tjokroaminoto mengubah makna SDI 
lebih luas yang dulunya hanya mencakupi permasalahan ekonomi dan sosial semata, 
ketika berganti nama menjadi SI, maka secara otomatis ruang lingkup organisasi ini 
menjadi semakin luas seperti kearah pendidikan, politik, agama maupun hukum 
dalam melawan kolonialisme dan imperialisme. Selain itu juga dalam mencari 
anggota tidak lagi didasarkan derajat, pangkat, pekerjaan atau golongan tertentu 
untuk mencapai tujuan. 
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Tjokroaminoto membuat surat hukum Sarekat Islam yang baru di Surabaya atas 
namanya sendiri beserta sebelas orang saudagar dan pegawai-pegawai Sultan pada 
tanggal 10 September 1912. Demikianlah Sarekat Islam secara resmi terbentuk, salah 
satu dari organisasi yang gemilang pada Masa Pergerakan Nasional.
12
 
Tujuan Sarekat Islam adalah memajukan semangat perdagangan di kalangan 
penduduk bumiputera, membantu anggota yang dalam kesulitan yang bukan karena 
kesalahan sendiri, memajukan perkembangan spiritual dan minat di bidang materi 
dikalangan orang Indonesia serta meningkatkan standar hidup mereka, dan 
menentang salah paham tentang Islam dan memajukan kehidupan beragama di 
kalangan bangsa Indonesia yang sesuai dengan hukum-hukum dan kebiasaan agama 
tersebut.
13
 
Bergabungnya HOS Tjokroaminoto ke dalam Sarekat Islam membuat organisasi 
ini mulai berkembang pesat dikalangan masyarakat. Keberhasilan dan perkembangan 
SI saat itu mengalami perubahan yang cukup pesat. Hal ini dikarenakan sosok 
Tjokroaminoto yang dikenal dengan sifat yang radikal, menentang segala perilaku 
feodal. Tjokroaminoto juga dikenal sebagai orator yang cakap dan bijak yang semua 
perkataannya mampu memikat anggotanya. Ia merupakan pribadi yang mempesona 
dan mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat di kota maupun di desa-desa. 
Setelah bergabung dengan SI, Tjokroaminoto dengan cepat mendapatkan pengaruh 
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yang luar biasa di SI. Kepemimpinan Tjokroaminoto di SI sangat mewarnai berbagai 
aktifitas organisasi ini khususnya beberapa pemikiran yang ia sampaikan dalam 
kongres Sarekat Islam untuk memperbaiki keadaan kehidupan bangsa Indonesia. 
Semakin luas peranan Tjokroaminoto ia kemudian menggantikan Samanhudi sebagai 
pemimpin tertinggi SI.  
1. Keterlibatan Haji Agus Salim dalam Sarekat Islam  
Pada perkembangannya, Sarekat Islam terus mengalami perkembangan yang 
pesat setelah di pimpin oleh Tjokroaminoto. Sarekat Islam banyak terlibat dalam 
kehidupan social, ekonomi maupun keagamaan masyarakat Jawa. Popularitas SI dari 
tahun ke tahun terus meningkat secara drastis. Pada masa Gubernur Jenderal 
Idenburg, keluarlah perintah agar SI diawasi dengan ketat, terutama agar tidak 
berkembang menjadi gerakan politik subversive.
14
 Namun popularitas SI terus 
berkembang dengan propaganda dan rapat yang dilakukan oleh SI. Dalam kongres-
kongres SI melontarkan kritikan tajam terhadap situasi social ekonomi rakyat yang 
sangat menyedihkan. Keadaan dan kondisi ekonomi yang buruk secara umum setelah 
Perang Dunia I telah mempercepat proses Radikalisasi Pergerakan kebangsaan 
Indonesia.
15
 
Radikalisasi pergerakan yang semakin besar setelah Perang Dunia I semakin 
membuat pemerintah Hindia Belanda mencari cara untuk menjaga situasi dan 
                                                          
14
 Allan Akbar. Memata-matai Kaum Pergerakan: Dinas Intelijen Politik Hindia Belanda 1916-
1934I.(Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2013) hlm 22 
15
 Ibid. 
25 
 
keamanan Belanda serta mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang 
dapat mengganggu legitimasi pemerintah colonial di Hindia Beanda. Salah satu cara 
yang diambil oleh Belanda adalah dengan mendirikan dinas intelijen politik pada 6 
Mei 1916 yang diberi nama Politieke Inlichtingen Dienst (PID).
16
 Tujuan 
pembentukan PID yaitu mengamati dan mengawasi kemungkinan adanya ancaman 
dari luar negeri dan aktivitas-aktivitas revolusioner dalam negeri. Setelah PD 1 
berakhir PID dibubarkan dan fungsinya dialihkan ke intelijen militer. Tetapi, setelah 
PID dibubarkan kondisi keamanan dan ketertiban Hindia Belanda semakin 
memburuk. Pada tanggal 24 September 1919 Gubernur Jenderal memutuskan 
pengelolaan kepolisian sebagai alat penindasan gerakan radikal dan menciptakan 
sebuah dinas intelijen dengan nama Algemeene Recherche Dienst (ARD) atau Dinas 
Penyelidikan Umum. Tugas ARD melakukan pengawasan terhadap orang-orang yang 
dicurigai dan pencegahan sejak dini dari berkembangnya aliran pergerakan politik 
yang berpotensi menimbulkan ancaman bahaya bagi ketertiban dan keamanan Hindia 
Belanda
17
 
Sarekat Islam yang semakin populer menjadi musuh utama ARD, karena 
organisasi tersebut dianggap paling berbahaya diantara organisasi lainnya, Sarekat 
Islam memiliki jumlah anggota yang sangat besar dan memiliki tokoh-tokoh yang 
berbahaya yang dapat menggerakkan massa dalam usaha menentang pemerintah. 
Kekhawatiran atas SI membuat pejabat pemerintahan memerintahkan untuk 
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mengawasi secara ketat segala kegiatan dan rapat-rapat SI. Dalam mengawasi Sarekat 
Islam, ARD melakukan strategi infiltrasi ke dalam tubuh organisasi dengan 
menyusupkan agen-agennya untuk mengawasi organisasi ini dari dalam. Pemerintah 
Hindia Belanda ingin memata-matai mereka dan memerlukan seseorang untuk 
menyelidiki hal tersebut yang memenuhi syarat. Datuk Tumenggung, seorang pejabat 
pemerintah Hindia-Belanda yang posisinya sebagai penasihat urusan bumiputera – 
adviseur voor inlandse zaken mengusulkan nama Haji Agus Salim untuk bertugas 
memata-matai SI.
18
  
Haji Agus Salim, merupakan seorang yang berasal dari kalangan keluarga 
pegawai pemerintah. Ayahnya merupakan seorang jaksa pengadilan tinggi di 
pemerintahan Hindia Belanda. Berkat kedudukan ayahnya Haji Agus Salim 
menempuh pendidikan di Europese Lagere School
19
 (ELS) dan melanjutkan di 
Hogere Burgerschool
20
 (HBS) di Batavia. Setelah menyelesaikan sekolahnya, Haji 
Agus Salim bekerja pada pemerintah Belanda. Ia mendapatkan kedudukan penting di 
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Konsulat Belanda di Jeddah dari tahun 1906 sampai 1911, di bawah Konsul N. 
Scheltema, mantan controleur (Jabatan setingkat bupati) di Wlingi, Jawa Timur.
21
 
Haji Agus Salim mendapatkan tawaran dari Pemerintah Hindia Belanda untuk 
memata-matai organisasi Sarekat Islam yang diberitakan bahwa Tjokroaminoto 
berniat menjual Sarekat Islam kepada Jerman yang akan membiayainya unntuk 
melakukan pemberontakan di Jawa
22
. Haji Agus Salim menerima tawaran untuk 
bekerja pada pemerintah Belanda sebagai penyelidik untuk memata-matai organisasi 
Sarekat Islam dan pemimpinnya. Haji Agus Salim kemudian dikirim ke kantor pusat 
Sarekat Islam untuk menyelidiki pergerakan dari partai tersebut. Dengan cara tidak 
langsung mula-mula ia mempelajari seluk-beluk tentang Sarekat Islam baik mengenai 
asas, tujuan, anggaran dasar, anggaran rumah tangga sampai kepada sikap para tokoh 
pemimpiunnya.
23
  
Hasil dari penyelidikan terhadap Sarekat Islam yang telah dituduhkan tersebut 
tidak benar dan tidak terbukti sama sekali. Dari hasil penyelidikan itu, ia mengenal 
asas, tujuan Sarekat Islam dan HOS. Tjokroaminoto. Haji Agus Salim kagum atas 
kebesaran HOS. Tjokroaminoto. Ia melihat sosok Tjokroaminoto merupakan seorang 
pemimpin yang sejati. Pada diri Tjokroaminoto-lah, Haji Agus Salim melihat seorang 
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pemimpin yang dikagumi, yang gagah berani, bukan saja menentang lawannya, 
bahkan berani mendidik dirinya sendiri agar menjadi seorang muslim sejati. 
Tampaknya hal ini merupakan “cinta pada pandangan pertama” antara Haji Agus 
Salim dengan Tjokroaminoto beserta organisasi Sarekat Islam. Haji Agus Salim 
memutuskan untuk berhenti bekerja sebagai agen intelijen Pemerintah Hindia 
Belanda dan masuk ke dalam organisasi Sarekat Islam. Ketika Haji Agus Salim 
menyatakan bergabung dengan Sarekat Islam, Tjokroaminoto merasa senang dan 
sangat gembira menerimanya, karena Haji Agus Salim merupakan salah seorang yang 
paling berpendidikan dan paling pandai yang pernah masuk dalam Sarekat Islam. 
Dalam diri Haji Agus Salim terdapat kombinasi antara ketaatan pada pokok ajaran 
Islam dengan pandangan yang progresif pada masalah-masalah social dan ekonomi, 
dan juga seorang realis dalam memandang tujuan dan potensi masa depan bangsa 
Indonesia.
24
 
Sarekat Islam menjadi ajang bagi Haji Agus Salim untuk menempa diri. Di 
Sarekat Islam ini, dia menyadari betapa sebuah organisasi dengan ribuan anggota bisa 
didirikan dan digerakkan di masa kolonial belanda.  
2. Peranan Haji Agus Salim dalam Sarekat Islam 
Haji Agus Salim masuk dalam Sarekat Islam pada tahun 1915. Tak lama setelah 
masuk organisasi ini, ia menjadi tokoh yang mempengaruhi kebijaksanaan dan taktik 
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Sarekat Islam. Kesungguhan dan kemampuan dengan kepribadian yang menarik, 
cerdas, pengetahuan yang luas serta berani, membuat Haji Agus Salim dalam waktu 
singkat dipercayakan untuk menduduki salah satu kepengerusan dalam Central 
Sarekat Islam. 
Menurut Delier Noer Haji Agus Salim lah yang lebih banyak membentuk dan 
memberi isi pada Sarekat Islam dengan warna Islamnya. Haji Agus Salim bukan saja 
seorang yang mengetahui fikiran-fikiran barat, tetapi dialah pemimpin SI yang paling 
mengetahui tentang Islam dari sumber aslinya.
25
 
Pada masa awal aktifitasnya dalam Sarekat Islam ini, Haji Agus Salim 
menyaksikan adanya sekelompok pemimpin SI yang berusaha mempengaruhi asas 
Islam dari SI yaitu golongan Komunisme, yang dipimpin oleh Semaun. Semaun 
menganjurkan agar Sarekat Islam bergerak kearah tujuan-tujuan yang lebih radikal 
dan juga menentang partisipasi SI dalam Volksraad. Golongan komunis menolak, dan  
mengecam pemimpin-pemimpin SI yang bukan komunis seperti Haji Agus Salim dan 
Abdul Moies. Golongan komunis terus berusaha untuk melemahkan kedudukan para 
pemimpin CSI dengan melontarkan kritik yang tajam kepada pemimpin CSI.  
Pertentangan dengan golongan Komunis, Tjokroaminoto lebih mementingkan 
persoalan persatuan dari perhimpunan Sarekat Islam serta kedudukannya sebagai 
pemimpin dan ia tidak memperhatikan persoalan prinsipil, seperti persoalan sesuai 
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tidaknya Komunisme dengan Islam atau pun dengan Nasionalisme. Pemimpin-
pemimpin Sarekat Islam lain yang bukan komunis seperti Haji Agus Salim dan Abdul 
Muis memandang permasalahan sebagai masalah yang sangat prinsipil. Oleh sebab 
itu mereka memperjuangkan pengeluaran orang-orang Komunis dari Sarekat Islam. 
Pada saat Kongres Luar biasa, yang merupakan kongres keenam CSI di Surabaya 
pada tanggal 6-10 Oktober 1921 mengagendakan tentang masalah besar yaitu tentang 
masalah disiplin partai dan yang kedua adalah masalah penyusunan kembali asas SI. 
Dalam kesempatan ini Haji Agus Salim yang bertindak sebagai juru bicara 
mengemukakan bahwa tindakan displin haruslah diambil terhadap PKI, demi untuk 
menegakkan dasar partai yaitu Islam. 
Menanggapi hal ini, golongan komunis di bawah pimpinan Semaun dengan keras 
menolak peraturan disiplin partai. Menurut Semaun bukan hanya orang Islam saja 
yang membela hak rakyat tetapi juga orang selain Islam. Ia mengemukakan juga 
bahwa Sarekat Islam mempersatukan rakyat, baik muslim maupun bukan muslim. 
Semaun juga menunjukan usaha-usaha orang komunis yang telah mengubah Sarekat 
Islam dari partai yang mulanya kapitalis menjadi partai untuk rakyat dan pemikiran 
PKI dengan Sarekat Islam bukanlah tidak berkesesuaian. Oleh sebab itu Semaun 
menyarankan dan menolak disiplin partai atas PKI dan kaum komunis.  
Tetapi semua argument Semaun dipatahkan oleh Haji Agus Salim dan Abdul 
Moeis. Salim menunjukkan dirinya sebagai pemimpin Islam yang tangguh sehingga 
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dalam perdebatan dengan golongan komunis sangat tajam. Akhirnya Kongres 
mensahkan keputusan disiplin partai dengan hasil suara 23 lawan 7 suara.
26
 Dengan 
demikian, sejak kongres luar biasa CSI tahun 1921 golongan komunis dikeluarkan 
dari Sarekat Islam. Peranan Haji Agus Salim sangat dominan dan menentukan dalam 
hal membersihkan golongan komunis dari Sarekat Islam. 
3. Sikap Sarekat Islam kepada Pemerintah Hindia Belanda 
Pada awal abad ke 20, Pemerintah Hindia Belanda mengalami serangkaian 
perubahan-perubahan penting dalam kebijakaan politiknya di Hindia Belanda. 
Kebijakan Politik Kolonial baru itu dikenal dengan “Politik Etis” yang dicetuskan 
oleh Ratu Wilhelmina dalam pidatonya pada tahun 1901. Pelaksanaan politik etis ini 
berpedoman kepada tiga prinsip yaitu irigasi, migrasi dan edukasi. Dari Ketiga 
prinsip tersebut, politik etis bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran penduduk 
pribumi dengan memberikan pendidikan seluas mungkin. Melalui pendidikan ini pula 
diharapkan orang Indonesia akan menjalankan peranan yang lebih aktif dalam masa 
depan poltik, ekonomi dan sosial.
27
 
Pemerintah Hindia Belanda mengadakan perubahan system pemerintahan di 
Hindia Belanda. Salah satunya dengan dikeluarkannya undang-undang 
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Desentralisasi
28
 pada tahun 1903. Undang-undang desentralisasi ini membuka 
kemungkinan kepada keresidenan dengan wewenang mengurus kepentingan mereka 
dari dana-dana mereka sendiri.  Dengan Adanya perubahan penyelenggaraan 
pemerintahan ini mengakibatkan pemberian wewenang yang lebih besar kepada 
daerah untuk mengurus kepentingannya dan untuk mendirikan dewan-dewan daerah.  
Desentralisasi bagi Hindia Belanda telah direalisasikan, tetapi dalam 
pelaksanaannya mengecewakan pihak bumiputera, karena mayoritas anggota dewan-
dewan daerah terdiri atas pejabat-pejabat Belanda dan orang-orang Barat lainnya 
yang diangkat oleh pemerintah, partisipasi pihak bumiputera dalam dewan daerah 
masih kecil.  
Perubahan di dalam penyelenggaraan pemerintahan mencapai puncaknya pada 
tahun 1916, yaitu ketika parlemen Belanda mensahkan undang-undang pembentukan 
Dewan Rakyat atau Volksraad. Rancangan pembentukan Volksraad yang diterima 
parlemen Belanda adalah rancangan yang dibuat oleh menteri jajahan Th. B. Pleyte. 
Rancangan Pleyte diajukan pada tahun 1915 dan disetujui oleh parlemen pada tanggal 
16 Desember 1916. Persiapan-persiapan untuk menyusun Volksraad segera dilakukan 
dan pada tanggal 18 Mei 1918 dewan rakyat ini diresmikan oleh Gubernur Jenderal 
Graaf van Limburg Stirum.  
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Pembahasan mengenai Volksraad dalam parlemen Belanda tidak luput dari 
pengaruh perkembangan keadaan di Hindia Belanda. Di Hindia Belanda sejak tahun 
1912 telah tumbuh suatu kesadaran kebangsaan yang dibangkitkan oleh perhimpunan 
Sarekat Islam. Pidato HOS Tjokroaminoto yang merupakan pemimpin dari Sarekat 
Islam mengatakan tujuan Sarekat Islam adalah perbaikan kesejahteraan rakyat 
Indonesia dan salah satu jalan yang ditempuh untuk ini ialah pandangan kritis 
kebijaksanaan pemerintah. Diharapkan segera diadakan majelis kolonial, dan 
bumiputra sesegera mungkin ikut dalam administrasi pemerintah dan pembuatan 
undang-undang.  
Di samping itu pembentukan Volksraad oleh pemerintah Hindia Belanda untuk 
menampung sifat radikalisme HOS Tjokroaminoto dengan mengajak untuk bekerja 
sama dengan Pemerintah Hindia Belanda dalam Volksraad ini. Di sini Volksraad 
dianggap sebagai langkah maju dalam melepaskan ikatan antara para kolonis dengan 
badan legislative di negeri Belanda. Hal inilah yang merupakan bagian dari proses 
untuk memperoleh otonomi.
29
 
Ketika rencana pembentukkan Volksraad ini sudah diterima parlemen Belanda, 
Sarekat Islam menganggap Volksraad ini sangat penting. Abdul Moeis, wakil Central 
Sarekat Islam mengemukakan bahwa partisipasi dalam Volksraad akan 
memungkinkan partai untuk  membela hak-hak rakyat, walaupun ia mengakui sendiri 
tidak sepenuhnya puas dengan kekuasaan  dan wewenang Volksraad. Pada saat itu 
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Moeis melihat Volksraad sebagai suatu langkah untuk mendirikan dewan perwakilan 
rakyat yang sebenarnya. 
Tetapi tidak semua pemimpin SI setuju, seperti Semaun wakil SI cabang 
Semarang menyatakan bahwa Volksraad hanyalah suatu pertunjukan kosong, suatu 
akal dari kaum kapitalis mengelabuhi rakyat jelata untuk memperoleh untung lebih 
banyak. Dalam perdebatan masalah partisipasi dalam Volksraad ini, SI lebih 
menyetujui pendapat Abdoel Moeis dan memutuskan untuk berpartisipasi dalam 
Volksraad.  
Menurut ketentuan undang-undang tanggal 16 Desember 1916 tentang 
pembentukkan Volksraad, keanggotaannya terdiri atas anggota yang diangkat dan 
dipilih. Pemerintah, mengangkat Tjokroaminoto sebagai wakil Sarekat Islam dalam 
Volksraad. Dua orang wakil CSI dalam Volksraad adalah Tjokroaminoto sebagai 
anggota yang diangkat dan Abdul Moeis sebagai anggota yang dipilih. Keikutsertaan 
CSI dalam Volksraad adalah suatu pertanda simpati kepada Pemerintah untuk bekerja 
sama di dalam suatu lembaga, yaitu Dewan Rakyat. Hal ini berarti bahwa garis 
perjuangan Sarekat Islam pada masa ini adalah sikap kooperasi. Partisipasi CSI masih 
dilanjutkan dalam Volksraad pada periode kedua. Kali ini perwakilan CSI hanya 
seorang yaitu Agus Salim sebagai anggota yang diangkat. Ini merupakan wakil CSI 
yang terakhir dalam Volksraad, karena setelah periode ini CSI tidak mengirim 
wakilnya lagi dalam Volksraad. Volksraad periode kedua ini dibuka secara resmi 
pada tanggal 17 mei 1921. Wakil CSI yaitu Agus Salim langsung menyinggung 
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fungsi Volksraad dan soal tidak diangkatnya kembali Tjokroaminoto sebagai anggota 
Volksraad. 
Pada Kongres Nasional SI ke tujuh pada tanggal 17-20 Febuari 1923 dilakukan 
Perombakan struktur organisasi Sarekat Islam. Perombakan yang dimaksud adalah 
mengubah bentuk organisasi Sarekat Islam menjadi Partai Sarekat Islam. Kongres ini 
juga membicarakan tentang sikap politik partai terhadap pemerintah. Di dalam 
kongres ini adanya perubahan sikap partai terhadap pemerintah. Perubahan Sikap 
yang dimaksud adalah bahwa partai tidak lagi mempercayai Pemerintah, oleh karena 
itu partai akan menolak kerjasama dengan pemerintah melalui Volksraad. 
Sikap partai yang mulai berubah ini disebabkan antara lain oleh penahanan 
terhadap pemimpin utama SI yaitu Tjokroaminoto pada Agustus 1921 selama tujuh 
bulan karena dituduh terlibat dalam Peristiwa pemberontakan di Garut oleh kelompok 
bawah tanah yang mengatasnamakan SI. Dan tidak dipenuhinya permintaan Sarekat 
Islam persoalan pengangkatan Tjokroaminoto, SI akan berpartisipasi ke dalam 
Volksraad, hanya apabila Pemerintah mengangkat Tjokroaminoto sebagai anggota
30
 
Pemerintah tidak juga mengangkat Tjokroaminoto sampai batas menjelang dibukanya 
Volksraad periode ketiga. Karena tidak mengangkat Tjokroaminoto akhirnya kongres 
PSI di Surabaya tahun 1924 menetapkan garis politik baru bagi partai yaitu Non-
Kooperatif. Politik non kooperasi ini dikemukakan oleh Haji Agus Salim yang 
dikenal dengan nama Politik Hijrah PSI.  
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Pada masa Periode keempat pembukaan Volksraad (1927-1929) yaitu pada 
tanggal 14 maret 1927, gubernur Jenderal de Graeff mengirim sebuah Besluit (surat 
Keputusan) pengangkatan Tjokroaminoto sebagai anggota Volksraad. Tetapi 
Tjokroaminoto segera menolak tawaran tersebut karena sudah merasa kecewa dan 
sudah tidak mempercayai pemerintah Hindia Belanda.  
